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Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ket asal 10 Peraturan

Daerah Kabupaten Tulungagn Tahun 2023 tentang
an Belanja Daerah Tahun
an Peraturan Bupati tentang
Pendapatan dan Belanja

Perubahan Anggaran Pend
Anggaran 2023, perlu
Penjabaran Perub
Daerah Tahun Ang

Mengingat . 1. Pasal 18 dang-Undang Dasar Negara Republik
Indones un 1945;
2, U Wrndang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

x tukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
glkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik

*
6 Indonesia Tahun 1930 Nomor 41) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

% tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya

Q dan Daerah Tingkat [I Surabaya dengan mengubah
Q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang
MNomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinei Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogjakarta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan lLembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomeor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonegia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembgar gATA
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, ahan

Lembaran Negara Republik Indonesia an-i-!l];
Undang-Undang Nomeor 12 Tah 11 tentang
Pembentukan Peraturan Perunda U’ {Lembaran

Negara Republik Indonesi N 2011 Nomor 82,

ik Indonesia Nomor

bah beberapa kali, terakhir
omor 13 Tahun 2022 tentang

Tambahan Lembaran Ne
2234} sebagaimana te
dengan Undang-U

Perubahan Ked dang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tent: mbentukan Peraturan Perundang-
Undangang [ n Negara Republik Indonesia Tahun
20 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Nomor 6801);

g-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
f‘émﬂrintahﬂn Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3587 sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomeor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856};

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757); f a_
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10,

11.

12,

14.

15.
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Nepara Republik
Indonesia Nomor 4028},
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan kKeuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 20053 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesgja Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengap uran
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lemba cgara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor , Mambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia. 340);
Peraturan Pemerintah Nomor Ta’ 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada A Politik (Lembaran
2009 Nomor 18,
Republik Indonesia Nomor

diubah beberapa kal, terakhir
frintah Nomor 1 Tahun 2018

(Lemnbaran N%&pubﬁk Indonesia Tahun 2018 Nomor

i Tambu@ ran Negara Republik Indonesia Nomor
BELT

P 1 Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
ar Akuntansi Pemerintahan ([Lembaran Negara

ublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Negara Republik Indon
Tambahan Lembaran
4972). sebagaimana

dengan Peratur

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 604 1};

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Fimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Z“ 4



16,

17,

18.

19,

20,
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Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Stdndar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan I[nvestasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangag Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawab ana
Operasional (Berita Negara Republik IndoneNg™ rahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri No
tentang Tata Cara Penghitun

3 Tahun 2013
ggaran Dalam
Daerah, Dan Tertib

Anggaran Pendapatan Dan
ran, Dan Laporan
Pertanggungjawaban
Partai Politik (Beri
2018 Nomor 630
Peraturan a@ alam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang % ormasi Pemerintahan Daerah (Berta
R ik onesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Bantuan Keuangan

a Kepublik Indonesia Tahun

21, P Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

22,

23,

g Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Jerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menternn Dalam Negenn Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan
Peraturan EKepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan

1é
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25.

26.

27.

28,
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung T n 2020

Nomor 3 Seri Ej; N

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung or 3
Tahun 2021 tentang Pembentukan *Cadangan
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulu Tahun 2021

Nomor 5 Seri E;
Peraturan Daerah Kabupaten

Pungagung MNomor 5
ST dapatan dan Belanja
Daerah Tahun Angga% 2023 (Lembaran Daerah

Anggar. Piydefiatan dan Belanja Daerah Tahun
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tu ung Tahun 2023 Nomeor 1 Seri Aj;

ran Daerah HKabupaten Tulungagung Nomor 8
dahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomeor 2
Seri A);

. Peraturan Bupati Tulungagung Nomaor 127 Tahun 2022

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Taehun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten

Tulungagung Tahun 2022 Nomor 131) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Tulungagung Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupat Nomer 127 Tahun 2022
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2023 Nomor 435);

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 53 Tahun 2023
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

fa
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023,
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupat ini yang dimaksud dengan : ’\
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung. *
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung, O
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yvang selanju fsingkat APBD

4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yg
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

5. Belanja Daerah adalah semua kewaji erintah daerah vang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan lam periode tahun anggaran
berkenaan. Ib

berlkkenaan.

6. Pembiayaan Daerah adalah erimaan vang perlu dibayar kembali
dan/atau  pengeluaran man diterima kembali, baik pada tahun

anggaran berkenaan \ a tahun-tahun anggaran berikutnya.
\6 Pasal 2

Rp 2.575.438.726.127,00
Rp 54.145.714.832,00
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp 2.629.584 440.95%,00

2. Belanja Daesrah

a. Semula Rp 2.735.438.726,127,00

b. Bertambah Rp 341.743.668.592.00
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Ep 3.077.182.394.719,00
Jumlah Defisit setelah perubahan Rp (447.597.953.760,00]

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan
1) Semula Rp 180.000.000.000,00
2) Bertambah Rp 297.597.953.760,00




7

Jumlah Penenmaan Pembiayaan setelah REp 477.097.953.760,00
perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula Ep 20.000.000.000,00
2] Bertambah Rp 10.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayvaan setelah Hp 30.000.000.000,00
perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan  Rp 447 597.953.760.00

S1sa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Rp

perubahan
*
Pasal 3 \é

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan @ i& Daerah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dal piran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupaki ini i dari:
1. Lampiran [ Ringkasan Penjabaran Perubah Yang Diklasifikasi

Menurut Kelompok, Jenis, Objak N\gin2ian Objek, Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan Jenurut Urusan Pemerintahan

. Kegiatan, Sub Kegiatan,

Daerah, Organisasi

Kelompok, Jenis Rincian Objek, Pendapatan, Belanja,

3. Lampiran [1I a, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
5. Lampiran V Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran

Bastuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampi \%R&m‘ Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja
Bagi Hasil;

/ VIl Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minvak dan Gas
Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

0,00

tﬁﬁf
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g, Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayvaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota
pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangsn Peraturan Daerah
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD dengan Program  Prioritas

Perbatasan Negara.
.
Pasal 4 \é

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan afja Daerah
{al anjut dalam

¥ sesuai dengan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat D
ketentuan perundang-undangan. b

Pasal 5 Q
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ta Mundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, m% kan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatar flalam Berita Daerah Kabupaten

Tulungagung. Q

Ditetapkan di Tulungagung

pada tanggal 29 September 2023
Pi. BUPATI TULUNGAGUNG,

HERU SUSENO

Drs. SUKAJL M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003

Bernta Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2023 Nomor 87



